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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Maraknya bisnis retail terjadi saat ini membutuhkan minat berbelanja 

dikalangan masyarakat.
1
 Salah satunya yaitu bisnis retail dimana bisnis tersebut 

menyediakan berbagai macam produk sehari-hari dengan harga tertera pada 

produk, kesediaan pelayanan 24 jam, tempat yang bersih, lebih nyaman dan 

dilengkapi AC (Air conditioning) dan pemilihan serta pengambilan barang 

sendiri oleh konsumen sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli dan 

mendapatkan barang yang dibutuhkan. Terlepas dari manfaat yang disebutkan 

di atas, perusahaan ritel, khususnya supermarket dan minimarket, juga terkait 

dengan layanan yang kurang optimal yang mungkin tidak dapat memenuhi 

harapan pelanggan. Dalam konteks transaksi konsumen, permasalahan umum 

yang muncul adalah terjadinya ketidaksesuaian harga antara harga yang 

ditampilkan dengan harga sebenarnya yang dibayarkan di kasir. Perbedaan ini 

berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen yang tidak siap 

membayar selisihnya. Dalam kasus seperti itu, konsumen dapat mencari 

klarifikasi dari karyawan toko, yang mungkin mengaitkan perbedaan tersebut 

dengan informasi harga yang sudah ketinggalan zaman. Akibatnya, mayoritas 

konsumen mengalami kerugian finansial. 

                                                     
1Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013. 47-48. 
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Kesalahan pada label harga dengan daftar harga pada mesin 

pembayaran yang terdapat di meja kasir sering kali terjadi, dimana harga yang 

tercantum sebelumnya dan pada saat melakukan pembayaran terdapat 

perbedaan yang seringkali disebabkan pengawasan administrasi yang kurang 

teliti. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan kepada konsumen 

sebab jumlah yang harus dibayarkan memiliki jumlah di luar dari apa yang 

telah disiapkan oleh konsumen sebelumnya. Tentu saja hal ini dapat 

mengakibatkan batalnya pembelian yang dilakukan oleh konsumen serta akan 

menimbulkan ketegangan seperti perdebatan antara konsumen dengan pihak 

supermarket. Namun pilihan yang diberikan kepada konsumen adalah 

membayar dengan harga yang baru atau membatalkan transaksi yang hendak 

dilakukan. 

Tidak adanya alternatif penyelesaian sengketa selisih harga tersebut 

tentu sangat merugikan bagi konsumen. Apabila meangacu pada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf 

(b) disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih 

barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
2
 Selain itu juga 

pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindugan konsumen, diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas 

                                                     
2Ahmad Muri dan Sutarman Yodo, 2010. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: 

Rajawali Pers, hlm. 1. 
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dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3
 

Kasus selisih harga sering dianggap kurang penting oleh sebagian besar 

pelaku usaha. Namun hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen dan tentu 

saja melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dimana pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengatur tentang Hak-Hak konsumen serta Pasal 7 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya tersebut. Sebab pada bagian Hak-Hak Konsumen pada 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah konsumen berhak memilih dan 

mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi barang 

yang dijanjikan. Hak konsumen tersebut tentu saja tidak terpenuhi apabila 

konsumen dipaksa menerima selisih harga antara mesin kasir dan label harga 

yang dilihat oleh konsumen pada rak barang. Sebab kesepakatan harga antara 

konsumen dan penjual pada supermarket/minimarket adalah pada saat 

konsumen melihat label harga pada rak barang yang dijual, bukan harga pada 

mesin kasir pada saat akan melakukan pembayaran. 

Sebagaimana contoh kasus di lapangan yang dialami langsung oleh 

Peneliti saat berbelanja di salah satu minimarket Alfamart di daerah aikmel 

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada pukul 20:30 Wita. 

Peneliti membeli makanan dan minuman ringan, dimana saat itu total harga 

                                                     
3Susilowati S.Dajaan , Agus Swandono dkk, 2021, Hukum Perlindungan Konsumen, 

Cetakan Pertama , Universitas Terbuka, Banten – Indonesia, hlm. 3. 10-3. 11. 
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setelah dihitung seharusnya Rp.25,300,- tetapi saat akan melakukan 

pembayaran di kasir dengan uang tunai pecahan Rp.30,000,- total yang harus 

dibayarkan adalah sebesar Rp.26,300,- Selain itu juga sepengetahuan Peneliti 

sebelumnya ada salah satu item makanan dengan harga yang didisplay adalah 

Rp.15,900,- tetapi setelah pembayaran dikasir harga tersebut menjadi 

Rp.16,900,-. Disini letak ketidak sesuaian antara harga display dan kasir, 

ketidak sesuaian tersebut relatif kecil, namun dari sudut pandang Peneliti 

sebagai konsumen tetap sudah merasa dirugikan dan kecewa karena tidak 

memberikan informasi secara benar.
4
 Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara pada salah satu konsumen minimarket Alfamart yakni Ibu Tanti 

Selaku bertetangga. Wawancara dengan Ibu Tanti mengungkapkan bahwa 

penggunaan label harga dalam transaksi komersial dapat memfasilitasi 

kesadaran konsumen terhadap harga pokok barang, sehingga meniadakan 

kebutuhan untuk bertanya langsung kepada karyawan atau manajer. Setelah 

memeriksa label harga, konsumen sudah mengetahui jumlah yang harus 

mereka bayarkan pada titik penjualan. 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menegaskan larangan bagi badan usaha untuk melakukan tindakan 

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan palsu 

mengenai barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan.
5
 

1. Harga atau tarif suatu barang/jasa. 

2. Kegunaan suatu barang/jasa. 

3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa. 

                                                     
4 Hari senin tgl 4 januari 2022. Pada pukul 20:30 Wita 
5Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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4. Promosi harga atau pemberian hadiah menarik yang ditawarkan. 

5. Bahayanya penggunaan barang dan/atau jasa. 
 

Contoh perbedaan harga yang sering muncul dianggap relatif tidak 

signifikan. Perbuatan tersebut di atas ternyata bertentangan dengan ketentuan 

terkait yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pengamanan Kepentingan Konsumen, karena harga yang sah telah disepakati 

bersama oleh konsumen. 

Pentingnya menjaga konsumen semakin diakui baik dalam hal 

berwujud maupun tidak berwujud, mengingat kemajuan pesat dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong untuk meningkatkan 

produktivitas dan kemanjuran produsen dalam mengirimkan barang dan jasa 

mereka untuk memenuhi tujuan bisnis. Dalam pengejaran ini, konsumen adalah 

pemangku kepentingan utama yang kemungkinan besar akan mengalami akibat 

yang dihasilkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab pemerintah, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). 

Saat ini, banyak minimarket tersebar di berbagai lokasi, sehingga 

menciptakan lingkungan yang sangat kompetitif. Persaingan ini muncul dari 

peningkatan daya beli dan evolusi preferensi konsumen. Fenomena ini 

menambah kendala bagi pemilih yang sering ke minimarket. Ada beberapa hal 

yang menarik untuk dikaji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan konsumen . Dengan latar belakang ini maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat masalah 
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mengenai. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT 

PERBEDAAN HARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 

8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat perbedaan 

harga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen? 

2. Bagaimana Bentuk Pengawasan dari Dinas Perdagangan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Terhadap perbedaan harga? 

C. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat 

perbedaan harga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Untuk mengetahui Bentuk Pengawasan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Terhadap perbedaan harga. 

D. Manfaat Penelitian  

 Adapun mampaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teori dan aplikasi 

terhadap pengembangan ilmu hukum pada prodi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Mataram. 
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2. Manfaat Teoritis 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan literatur ilmiah dan bahan referensi yang akan membantu 

kemajuan pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Mataram. 

3. Manfaat Praktis 

1. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan di 

bidang perlindungan konsumen. 

2. Memberikan masukan kepada pelaku usaha dalam menawarkan barang 

dan/atau jasa. 

3. Memberikan masukan kepada masyarakat sebagai konsumen sehingga 

dapat menjadi konsumen cerdas. 

E. Hasil Penelitian Yang Relevan  

1 Judul Penelitian 

 Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Nurhalis (2015) 

  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip yang melindungi konsumen pada 

jaman Nabi Muhammad Saw. 

2. Untuk bisa mengetaui masala-masalah yang terkait pada Perlindungan 

Konsumen. 

 

 

 

 

Hasil Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan peraturan yang 

menangani masalah perlindungan konsumen dan mempromosikan 

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan selain untuk 

memastikan kepastian hukum dalam transaksi komersial. 
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Persaman 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama meneliti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan 

Konsumen. 

Perbedaan 

Dengan penelitian terdahulu yaitu dari penelitian berikut tidak terpokus 

pada persepektif hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 saja, akan 

tetapi juga dari persepektif hukum islam sehingga gambaran tentang 

perlindungan konsumen yang dilihat dari perspektif Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 hanya tertera secara umum dan tidak 

mendetail.Sedangkan penelitian yg dilakukan oleh peneliti yaitu 

mengenalisa seluruh aspek perlindungan konsumen yang di tinjau dari 

Undang-Undang Nomor 8 tahun akibat dari perbedaan harga antara dirak 

dengan di kasir. 

2 Judul Penelitian 

 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan 

Barang Dan Jasa Yang Menyesatkan, Adi Handono (2011) 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk bisa mengetahui informasi iklan barang dan jasa yg 

menyesatkan.  

2. Untuk bisa mengetahui asas- asas dan aturan hukum. 
 

Hasil Penelitian 

Temuan studi tersebut menjelaskan bahwa pendekatan negara untuk 

melindungi konsumen dari informasi yang menipu dalam iklan produk 

dan layanan diwujudkan melalui putusan peradilan yang tidak memihak 

dan penerapan prinsip dan norma hukum. Selain merumuskan kebijakan 

melalui peraturan perundang-undangan, negara bertanggung jawab untuk 

memberikan arahan dan pengawasan dalam pelaksanaan upaya 

perlindungan konsumen yang meliputi pembinaan dan pengawasan usaha 

periklanan. 

Persaman 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama 

sama membahas Tentang Perlindungan Konsumen yang sesui dengan 

peraturan Perundang-Undangan. 

Perbedaan 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitian berikut 

menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap informasi 

iklan barang dan jasa yang menyesatkan, sedangkan penelitian yang di  

lakukan oleh peneliti yaitu mengenalisa perlindungan konsumen akibat 

perbedaan harga antara dirak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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3 Judul Penelitian 

 Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada 

Menu Makanan, Wiji Saraspeni (2016) 

Tujuan Penelitian 

Untuk bisa mengetahu hak atas informasi harga pada menu makanan 

dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Hasil Penelitian 

Temuan studi menjelaskan bahwa promosi yang bertentangan dengan 

undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang informasi, dan 

peraturan transaksi elektronik, termasuk hak-hak konsumen, kewajiban 

pelaku usaha, dan kegiatan yang dilarang terhadap hak-hak konsumen, 

tidak direkomendasikan. Penegasan tersebut dibuat bahwa hak-hak 

konsumen memiliki dampak yang merugikan bagi konsumen. Dengan 

demikian, sangat penting bahwa individu yang bertanggung jawab atas 

promosi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Jumlah 

kompensasi yang tepat tidak ditentukan secara eksplisit dalam UU 

Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 
 

Persaman 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama 

sama membahas Perlindungan Konsumen. 

Perbedaan 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitiana 

menganalisa perlindungan konsumen dengan ketidaksesuiaan harga dalam 

proses diskon secara online, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu menganalisa perlindungan konsumen akibat perbedaan 

harag antara dirak dan dikasir, di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen  

1) Pengertian Perlindungan Konsumen  

Tindakan pembelian dan penjual melibatkan kontrak yang 

disepakati bersama yang memiliki validitas dan keberlakuan hukum 

setelah penjual dan pembeli mencapai konsensus mengenai komponen 

fundamental, seperti barang dan harga yang sesuai, bahkan dalam kasus di 

mana transaksi tersebut berkaitan dengan barang tidak bergerak. Transaksi 

elektronik mengacu pada proses digital pertukaran barang, jasa, dan 

informasi antara pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli. Pemanfaatan 

media transaksi elektronik dalam ranah perdagangan telah memberikan 

pengaruh yang signifikan bagi masyarakat global secara luas, khususnya 

warga negara Indonesia.
6
 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan “konsumen” sebagai 

orang perseorangan yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, untuk keperluan pribadi, keluarga, atau untuk 

kepentingan orang lain atau makhluk hidup, dan bukan untuk tujuan 

komersial. 

   Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 

perlindungan konsumen meliputi segala upaya yang bertujuan untuk 

                                                     
6 Ibid, hlm. 15 

10 
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menjamin kepastian hukum guna melindungi kepentingan konsumen. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen dirancang untuk menjaga 

kesejahteraan konsumen selama bertransaksi, sekaligus menjadi tolok ukur 

bagi badan usaha untuk meningkatkan kualitas penawaran barang 

dagangan mereka. Konsumen dapat terdiri dari individu dan organisasi, 

dengan peran berbeda sebagai pemberi pengaruh, pemrakarsa, pembeli, 

pembayar, atau pengguna, bergantung pada produk yang dimaksud. 

Selanjutnya, konsumen dicakup oleh peraturan perundang-undangan 

perlindungan konsumen yang terdiri dari asas, aturan, atau peraturan yang 

bersifat mengatur dan memiliki atribut yang menawarkan tindakan 

pengamanan bagi konsumen.
7
 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsumen adalah individu 

atau badan yang memanfaatkan atau memanfaatkan barang dan fasilitas 

secara efektif, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk kepentingan 

orang lain. Perlindungan konsumen mengacu pada langkah-langkah yang 

diambil oleh pemerintah untuk memastikan perlindungan konsumen. 

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

aspek antara lain: 

1. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk melindungi 

konsumen dari ketidaksesuaian barang yang dikirim dan untuk 

mencegah perlakuan tidak adil terhadap konsumen. 

                                                     
7 Pasal 1 Ayat, (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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2. Pemberian kepastian hukum merupakan sarana perlindungan 

konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabatnya serta 

mempermudah aksesnya terhadap informasi yang berkaitan dengan 

barang dan jasa. Selain itu, ini menumbuhkan budaya kejujuran dan 

akuntabilitas di antara entitas bisnis.
8
 

Asal-usul hukum perlindungan konsumen adalah untuk 

mencegah kekosongan hukum di bidang perlindungan kepentingan 

konsumen dan untuk membentuk kerangka khusus untuk mengatur 

perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mengacu pada 

perlindungan hukum yang ada untuk menegakkan hak-hak konsumen. 

Hak-hak ini diakui secara internasional dan telah mengalami empat tahap 

perkembangan mendasar.
9
 

1) Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan. 

2) Hak konsumen dalam mendapatkan informasi. 

3)  Hak konsumen untuk memilih. 

4)  Hak untuk didengar. 

 

Hukum adalah seperangkat peraturan komprehensif yang 

mengatur perilaku masyarakat, dan ditegakkan melalui pengenaan 

hukuman. Dalam ranah perlindungan hak-hak konsumen, terdapat dua 

konsep hukum yang berbeda, yaitu hukum konsumen dan hukum 

perlindungan konsumen. Hukum konsumen mengacu pada seperangkat 

prinsip dan peraturan yang mengatur interaksi antara konsumen dan 

                                                     
8 Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen, Bogor Ghalia, 

Indonesia, hlm. 9. 
9 Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenata Media Group:Jakarta, 

hlm. 47-48 
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penyedia, serta pemanfaatan produk konsumen dalam masyarakat. Hukum 

perlindungan konsumen berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dan 

peraturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam rangka 

penyediaan dan pemanfaatan barang dan jasa. Ini menyangkut interaksi 

antara penyedia dan pengguna barang dan jasa di bidang sosial.
10

 

Hukum perlindungan konsumen adalah area yang berbeda dalam 

bidang hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen berkaitan 

dengan pengaturan interaksi dan urusan antara penyedia barang dan/atau 

jasa dan pelanggan mereka. Di sisi lain, hukum perlindungan konsumen 

terutama berkaitan dengan perlindungan hak dan kepentingan hukum 

konsumen.
11

 

Berbekal pemahaman tentang hukum konsumen dan prinsip-

prinsip perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah 

aspek yang berbeda dari hukum konsumen yang dirancang untuk mengatur 

dan melindungi kepentingan konsumen sehubungan dengan barang 

dan/atau jasa dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Undang-undang 

perlindungan konsumen menawarkan keuntungan bagi konsumen, 

terutama dalam hal kemudahan, karena penerapan undang-undang tersebut 

secara konsisten memastikan bahwa badan usaha yang bertindak sebagai 

produsen tetap memperhatikan risiko hukum.
12

 

 

                                                     
10 Nasution. 2002. Perlindungan Konsumen, Diadir Media, Jakarta, hlm. 74-75. 
11Nasution, Loc., Cit. 

 12 Ali Mansyur dan Irsan Rahman, 2015. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen 

Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.IINo. 

1Januari –April. hlm. 232-233. 
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2) Pengertian Konsumen 

Menurut ahli bahasa kata (customer) Inggris-Amerika, atau 

(konsumen) Belanda. Secara harfiah arti kata konsumen itu adalah lawan 

dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata konsumen dapat diartikan 

sebagai pemakai barang hasil produksi berupa bahan makanan, pakaian, 

dan sebagainya. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen “konsumen adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan.
13

 

Dari pengertian konsumen tersebut, maka konsumen dapat dibagi 

menjadi tiga jenis konsumen berdasarkan fungsinya yaitu:
14

 

1. Konsumen komersial, yaitu Konsumen yang memperoleh barang 

dan/atau jasa dengan maksud menggunakannya dalam produksi barang 

dan/atau jasa lain dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. 

2. Konsumen antara yaitu Individu yang memperoleh komoditas dan/atau 

fasilitas dengan maksud untuk menjualnya kembali. 

3. Konsumen akhir yaitu Konsumen akhir atau penerima produk yang 

dimaksudkan untuk penggunaan pribadi oleh mereka sendiri dan rumah 

tangga mereka. 

 

3. Asas dan tujuan perlindungan konsumen 

Adapun asas-asas perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: 

15
 

                                                     

 13 Shidarta. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.hal.7. 

 14 Nasution, Op., Cit.13. 
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a) Asas manfaat, yaitu segala bentuk upaya dalam dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. 

b) Asas keadilan, yaitu seluruh rakyat ikut serta dalam mewujudkan dan 

memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha sehingga 

memperoleh hak serta kewajiban secara adil. 

c) Asas keseimbangan, yaitu dengan memberikan kepentingan dan 

keseimbangan antara pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. 

d) Asas keselamatan dan keamanan konsumen yaitu memberikan 

kepastian yang dijamin oleh hukum atas keselamatan dan keamanan 

konsumen. 

e) Asas kepastian hukum, yaitu antara konsumen dan pelaku usaha dapat 

menaati hukum dan mendapatkan keadilan hukum dalam menjalankan 

perlindungan konsumen, serta pemerintah dapat memberikan jaminan 

buat pelaku usaha dan konsumen dalam kepastian hukum. 

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, juga menjelaskan tujuan dari Perlindungan 

Konsumen yaitu:
16

  

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya 

dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dalam 

menentukan, dan menuntut hak-haknya dalam menentukan, sebagai 

konsumen. 

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawabdalam berusaha. 

f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.  

 

Pencapaian tujuan tersebut secara optimal tidak terlepas dari 

dukungan menyeluruh dari sistem perlindungan sebagaimana diatur dalam 

                                                                                                                                               
15Klinik hukum. 2022. Asas-Asas Hukum, Website https://konsumencerdas.id/klinik-

hukum/3;prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen/ulasan-lengkap, di akses pada 12 

januari 2023 
16 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  

https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/3;prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen/ulasan-lengkap
https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/3;prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen/ulasan-lengkap
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peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan tetap 

mempertimbangkan infrastruktur pendukung dan faktor kontekstual di 

masyarakat. 

4. Hak dan Kewajiban antara Konsumen dan Pelaku Usaha 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan 

peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban badan 

usaha, serta larangan-larangan yang dimaksudkan untuk melindungi 

konsumen. Selanjutnya UU Perlindungan Konsumen berfungsi untuk 

mengatur baik hak maupun kewajiban konsumen. 

Beberapa hak yang di berhak di dapat konsumen adalah:
17

 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

b.Hak untuk memilih dan mendapatkan komoditas dan/atau fasilitas yang 

sesuai dengan nilai tukar yang berlaku dan persyaratan serta jaminan 

yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang akurat, transparan, dan benar. 

d.Hak untuk mengungkapkan sudut pandang dan keluhan seseorang. 

e. Hak untuk mendapatkan perwakilan yang memadai, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian konflik yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen. 

f. Hak untuk mengakses bimbingan konsumen dan pendidikan. 

g.Hak untuk menerima perlakuan atau layanan yang adil dan tidak 

memihak tanpa segala bentuk diskriminasi adalah hak fundamental. 

h.Hak untuk menerima imbalan, kompensasi, dan/atau penggantian dalam 

hal barang dan/atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan persyaratan 

yang disepakati atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. 

i. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang 

pengaturan hak. Hak untuk menerima imbalan dan/atau penggantian 

dalam hal barang dan/atau fasilitas yang dibeli tidak sesuai dengan 

ketentuan kontrak. 

 

 Pengamanan hak-hak konsumen dianggap perlu karena 

dirasakan adanya asimetri dalam dinamika kekuasaan antara konsumen 

                                                     
17 Pasal 4 Ayat Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
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dan badan usaha. Dalam konteks sektor pendidikan, konsumen mungkin 

berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hal daya tawar, 

sehingga rentan terhadap pengaruh superior pelaku usaha. Ketiadaan 

kesadaran dan pengetahuan konsumen dimanfaatkan oleh oknum pelaku 

usaha untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya melalui pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia.
18

 

Beberapa contoh kewajiban konsumen adalah: 

a. Disarankan untuk membaca dengan cermat dan mematuhi pedoman, 

arahan, dan protokol yang berkaitan dengan pemanfaatan komoditas 

dan/atau fasilitas, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan dan 

kesejahteraannya. 

b.Dianjurkan untuk menjaga rasa kepercayaan dan integritas saat 

melakukan transaksi untuk pengadaan komoditas dan/atau fasilitas. 

c. Kompensasi sesuai dengan kurs konversi mata uang yang ditetapkan 

bersama. 

d.Terlibat dalam penyelesaian hukum yang tepat atas perselisihan yang 

terkait dengan perlindungan konsumen.. 

 

Sedangkan  pelaku usaha memiliki hak yaitu: 

a. Hak untuk menerima pembayaran berdasarkan syarat dan nilai tukar 

yang ditentukan dalam perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan 

barang dan/atau jasa. 

b.Hak untuk mencari jalan hukum terhadap tindakan konsumen yang 

dilakukan dengan niat jahat. 

c. Penyelesaian hukum sengketa konsumen memandang perlu untuk 

menggunakan hak pembelaan diri. 

d.Hak untuk memulihkan reputasi seseorang dalam hal secara hukum telah 

ditetapkan bahwa kerugian konsumen tidak berasal dari barang dan/atau 

fasilitas yang ditransaksikan. 

e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur hak yang 

bersangkutan. 

 

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban yaitu:  

a. Sangat penting untuk menjaga rasa itikad baik saat melakukan operasi 

bisnis. 

                                                     
18 Susilawati, Op., Cit. 2.18-2.19. 
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b. Sangatlah penting untuk memberikan detail yang akurat, jelas, dan jujur 

terkait dengan syarat dan jaminan komoditas dan/atau fasilitas. Selain 

itu, penting untuk memberikan penjelasan tentang pemanfaatan, 

restorasi, dan pemeliharaan yang sama. 

c. Praktik etis dalam memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada 

konsumen, tanpa diskriminasi, merupakan aspek mendasar dari perilaku 

bisnis. 

d. Sangat penting untuk menjaga itikad baik saat menjalankan operasi 

bisnis. 

e. Sangat penting untuk memberikan rincian yang akurat, jelas dan jujur 

mengenai syarat dan jaminan komoditas dan/atau fasilitas, dan untuk 

menjelaskan penggunaan, pemulihan dan pemeliharaannya. 

f. Memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada konsumen tanpa 

diskriminasi merupakan aspek mendasar dari praktik bisnis yang 

beretika. 

g. Memastikan kualitas komoditas dan/atau fasilitas yang diproduksi 

dan/atau dipertukarkan sesuai dengan standar kualitas yang relevan. 

h. Menawarkan kepada konsumen kesempatan untuk mencoba atau 

mencicipi produk dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan 

dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. 

i. Menawarkan remunerasi, kompensasi, atau penggantian untuk setiap 

kerugian yang timbul sebagai akibat konsumsi, penggunaan, atau 

pertukaran barang dan/atau jasa. 

j. Menawarkan imbalan, kompensasi, dan/atau penggantian dalam hal 

barang dan/atau jasa yang diperoleh atau digunakan tidak sesuai dengan 

ketentuan perjanjian. 

k. Dalam skenario ini, badan usaha memikul tanggung jawab untuk 

melindungi konsumen karena adanya hubungan bisnis-konsumen yang 

memerlukan pertanggungjawaban badan usaha jika terjadi pelanggaran. 

l. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, badan usaha wajib 

memberikan informasi yang akurat dan tidak ambigu, serta petunjuk 

tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang dan jasa. Hal 

ini penting karena pemberian informasi yang tidak memadai dapat 

menyebabkan cacat produk yang berpotensi membahayakan 

kesejahteraan konsumen. 

 

5. Pengertian Pelaku Usaha 

Istilah "pelaku usaha" adalah interpretasi hukum dari konsep 

"produsen". Istilah “pelaku usaha” dapat didefinisikan secara tepat sesuai 

dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Meliputi setiap orang perseorangan atau badan 
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hukum, tanpa memandang status hukumnya, yang didirikan dan beroperasi 

dalam wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang 

atau badan tersebut dapat melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor 

ekonomi, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain 

melalui perjanjian kontraktual. Tujuan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif 

tentang entitas komersial. Pelaku usaha yang teridentifikasi terdiri dari 

produsen, distributor, dan badan periklanan.
19

 

6. Larangan bagi pelaku usaha 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, secara jelas telah merinci jenis jenis perbuatan yang dilarang 

bagi pelaku usaha sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini diatur 

dalam Pasal 8 s.d Pasal 17 UUPK. Adapun pada Pasal 10 dijelaskan 

pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan 

untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan mengenai antara lain: 

1) Harga atau tarif suatu barang dan /jasa. 

2) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa. 

3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa. 

4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. 

5) Bahwa penggunaan barang dan/atau jasa. 

 

                                                     
19Mahendra Adhi Purwanta. 2008. Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsuemen Terhadap 

Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman, Skripsi, 

Depok, Universitas Indonesia 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perolehan informasi sangat 

penting bagi konsumen, karena memungkinkan mereka untuk 

menggunakan hak mereka secara efektif untuk membuat keputusan 

berdasarkan informasi. Hak dasar untuk berpartisipasi dalam proses 

pemilu melalui pemungutan suara adalah hak yang tidak dapat dicabut 

yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dibatalkan oleh individu 

atau entitas mana pun.
20

 

B. Tinjauan Umum Tentang Label 

1.Pengertian Label 

 Label harga adalah tempat biasa di mana harga barang biasanya 

dilampirkan. Pentingnya label harga di minimarket atau supermarket terletak 

pada kemampuannya untuk menyampaikan harga barang dagangan kepada 

konsumen. Proses pelabelan tunduk pada berbagai pengaruh.
21

 

a. Harga unit (unitprincing), yaitu menyatakan harga perunit dari 

ukurstandar. 

b. Tanggal kadaluarsa (opendating), yaitu menyatakan berapa lama 

produk layak dikonsumsi. 

c. Label keterangan gizi (nutritional labeling), yaitu menyatakan nilai 

gizi dalam produk. 

 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan 

Peraturan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau 

Jasa Yang Beredar. Pada paragraf kesembilan dari artikel pertama, penulis 

menyajikan pembahasan tentang topik tertentu. Label mengacu pada 

representasi tertulis atau bergambar atau bentuk informasi lain yang 

                                                     
20Susilawati, Op., Cit.. 3. 26-3. 27. 
21 PhilipKotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta:Prenhallindo, 2000), hlm. 234. 
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memberikan rincian tentang barang, pelaku usaha, dan hal-hal lain yang 

terkait dengan barang tersebut. Rincian ini dapat ditempelkan, disisipkan, 

dicetak pada, atau bagian dari kemasan barang. 

Sesuai peraturan menteri perdagangan, dapat disimpulkan bahwa 

label mengacu pada penggambaran barang dagangan, harga, citra, isi 

tertulis yang mencakup rincian tentang komoditas, dan entitas komersial 

yang terkait dengan produk. 

Sesuai dengan Ayat (3) Pasal 1, barang dan/atau jasa yang 

beredar adalah barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk promosi, 

periklanan, perdagangan, dan pemanfaatan oleh konsumen di berbagai 

sarana perdagangan seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan, 

serta tempat penyimpanan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. 

Komoditas dan/atau jasa tersebut dapat berasal dari produksi dalam negeri 

maupun impor. 

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (9), label adalah segala bentuk 

informasi yang berkaitan dengan Barang, yang dapat berupa teks tertulis, 

representasi gambar, atau bentuk media lain yang memberikan rincian 

tentang Barang, serta deskripsi Pelaku Usaha. dan informasi relevan 

lainnya yang mungkin terkait dengan Barang. Label-label ini dapat 

dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau ditempelkan pada Barang, dicetak 

pada Barang, atau dapat menjadi bagian dari kemasan Barang. Tindakan 

menjual mengacu pada upaya sengaja yang dilakukan oleh badan usaha 

untuk memasarkan, mengiklankan, dan menyebarkan produk mereka 
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kepada pelanggan potensial, dengan tujuan akhir menghasilkan 

pendapatan melalui pertukaran barang dan jasa.
22

 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan 

Nomor 35/MDag/Per/7/2013 pada tahun 2013 tentang penggabungan 

harga barang dan tarif atas jasa yang diperdagangkan. Menurut Pasal 2 

Ayat (1), setiap badan usaha yang bergerak dalam perdagangan eceran 

barang dan/atau penyediaan jasa kepada konsumen wajib mencantumkan 

harga atau tarif yang sesuai. 

Sesuai Pasal 3 Ayat (1) wajib membubuhkan atau melampirkan 

harga barang pada produk atau kemasannya. Harga harus sudah termasuk 

dan/atau ditempatkan di dekat barang, dan harus disertai dengan jumlah 

unit atau kuantitas tertentu. Dalam hal komoditi yang dipertukarkan 

dikenakan pungutan dan/atau pungutan tambahan, maka pernyataan harga 

harus mencakup rincian mengenai harga pokok barang, termasuk atau 

tidak termasuk pajak dan/atau pungutan lainnya.
23

 

Harga yang tercantum harus dalam mata uang Rupiah, 

menggunakan mata uang dan nilai nominal yang sesuai. Dalam hal harga 

komoditas termasuk denominasi nominal Rupiah yang tidak beredar, 

badan usaha dapat memilih untuk menyesuaikan harga komoditas tersebut 

dengan mempertimbangkan denominasi Rupiah yang sedang beredar. 

Konsumen diberitahu tentang pembulatan selama transaksi pembayaran. 

                                                     
22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. 
23 Peraturan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 

Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. 
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Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1), apabila pelaku usaha eceran tidak 

mencantumkan harga barang secara jelas dan mencolok atau menyatakan 

harga dalam Rupiah oleh pelaku usaha eceran dapat dikenakan sanksi 

administratif, termasuk pencabutan izin usaha perdagangan oleh pejabat 

yang berwenang. Perbuatan pencabutan izin usaha di bidang perdagangan 

dilakukan setelah dikeluarkannya pemberitahuan tertulis tiga kali secara 

terpisah selama tenggang waktu, yang masing-masing peringatan paling 

lama satu bulan. Sesuai Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perbedaan 

antara harga barang-barang tersebut dengan harga atau tarif yang 

dikenakan pada saat pembayaran, maka diperhitungkan harga atau tarif 

minimum. 

Label Harga, juga dikenal sebagai Label Harga, mengacu pada 

harga cetak suatu barang yang ditempelkan di bagian depan produk. Ada 

dua jenis label harga yang berbeda, yaitu label harga reguler dan label 

harga promosi. Penerapan label harga berfungsi sebagai sarana yang 

nyaman bagi pelanggan untuk mengetahui dengan mudah biaya barang 

tertentu. Dengan hanya melihat sekilas produk, pelanggan dapat dengan 

mudah menemukan label harga yang sesuai yang ditempelkan di rak di 

bawah, sehingga meniadakan kebutuhan untuk menanyakan berulang kali 

kepada penjaga toko mengenai harga barang yang diinginkan. 

Konsep harga mengacu pada nilai yang diberikan pada suatu 

barang atau jasa sebagai imbalan atas manfaat yang diberikannya kepada 

individu atau kelompok pada waktu dan lokasi tertentu. Nilai ini dapat 
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dinyatakan dalam bentuk uang atau barang lainnya. Harga suatu barang 

atau jasa mengacu pada nilai moneter yang harus dibayar konsumen untuk 

memperoleh dan menggunakannya. Selain itu, memastikan paritas dalam 

kompensasi melalui penetapan harga yang sebanding merupakan aspek 

penting dalam menetapkan strategi penetapan harga. 

2. Fungsi Label Harga 

 Fungsi label adalah sebagai berikut:
24

  

1. Label berfungsi untuk mengidentifikasi suatu produk atau merek. 

2. Label mengidentifikasi kategori produk. 

3. Label memberikan informasi tentang produsen produk, tempat 

pembuatan, tanggal pembuatan, isi, penggunaan yang tepat, dan 

tindakan pencegahan keselamatan. 

4. Label mempromosikan produk melalui penggunaan berbagai gambar 

yang menarik. 

Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:  

1. Harga satuan (pricing unit) untuk menunjukkan biaya per satuan ukuran 

standar. 

2. Tanggal kedaluwarsa (open dating) untuk menunjukkan berapa lama 

produk tersebut dapat dikonsumsi. 

3. Label nutrisi untuk menunjukkan nilai gizi produk. 

 

 

                                                     
24Kementrian perdagangan. 2015.Laporan Akhir Analisis Pencantuman Harga Pada Barang, 

Pusat Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan pengembangan kebijakan 

Perdagangan. 2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. 

Penelitian normatif akan menjadi penelitian yang bersifat dokterin nal dan 

sebagai besar berasal dari sumber penelitian dari perpustakaan. Sebagian besar 

arah penelitian yang satu ini terhubung dengan peraturan-peraturan yang 

tertulis dan terhubung erat dengan kepustakaan .
25

 

 Sedangkan penelitian empiris menggabarkan tentang sebuah penelitian 

hukum yang bertujuan untuk melihat hukum sebagai arti yang nyata. Asli dan 

meneliti mengenai cara kerjanya hukum di lingkuangan masyarakat. Terkait ini 

melakukan penelitian individu yang berhubungan dengan kegiatan public 

dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak heran bila banyak yang 

menyebutnya sebagai hukum sosiologi.
26

  

B. Metode Pendekatan 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan 

antara lain: 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) merupakan 

metodologi penelitian yang mengutamakan muatan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian. 

Pendekatan perundang-undangan (Statutory Approach) dilakukan dengan 

                                                     
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35. 
26 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280 
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menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berlaku berkenaan 

dengan masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini, 

misalnya, dilakukan dengan menganalisis kesesuaian/konsistensi antara satu 

undang-undang dengan undang-undang lainnya. 

b. Pendekatan sosiologis (Sociological Approach) 

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan atau metode yang 

mendasarkan pembahasannya terhadap suatu objek pada masyarakat yang 

ikut serta dalam pembahasan tersebut. Metode pendekatan ini juga 

diterapkan pada perilaku hubungan interpersonal antara individu dan 

masyarakat. Agar suatu masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah 

dapat menerima kenyataan yang ada.
27

 

C. Lokasi dan waktu penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah tempat dilakukannya 

penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh data penelitian yang akurat dan 

informasi yang aktual tentang apa yang diinginkan oleh peneliti. Kantor 

Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beralamat di JL. Langko no. 

61 di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 Adapun waktu penelitian dimulai sejak bulan Maret 2023 Sampai 

Mei 2023 

 

 

 

                                                     
27 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 

2007, hal. 27-28. 2. 
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D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum. 

Adapun bahan data yang digunakan penulis adalah : 

 

a) Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah: 

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

35/MDag/Per/7/2013 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang 

Dan Tarif Jasa 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder mengacu pada badan hukum yang 

menawarkan penjelasan tentang bahan hukum primer, biasanya dalam 

bentuk literatur hukum. Studi ini mencakup berbagai sumber sastra, seperti 

publikasi hukum yang ditulis oleh para profesional hukum, majalah hukum, 

hasil pencarian online, artikel surat kabar, dan makalah akademis. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber-sumber yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, 

untuk mendapatkan data pendukung yang mendukung data sekunder yang 

berasal dari tinjauan pustaka.
28

 

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Adapun cara pengumpulan bahan hukum dalam penyidikan ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                     
28 Sri Mamudji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12. 
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1. Studi Pustaka 

Investigasi ini menggunakan teknik perolehan data hukum normatif 

yang melibatkan peninjauan komprehensif terhadap sumber daya hukum, 

termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum.
29

 

2. Studi Lapangan 

Pemanfaatan studi lapangan digunakan dalam penelitian ini. 

Wawancara adalah jenis wacana, khususnya komunikasi lisan, yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Namun 

demikian, wawancara sebagai instrumen penelitian menunjukkan tingkat 

organisasi metodologis yang lebih tinggi. Biasanya, cara komunikasi ini 

dilakukan secara langsung, meskipun dapat juga dilakukan melalui telepon. 

Dinamika wawancara biasanya menyerupai pertemuan antara pihak-pihak 

yang tidak dikenal. Namun, kewajiban pewawancara untuk membangun 

hubungan dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi 

yang diinginkan.
30

 

F. Metode pengolahan Bahan Hukum 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
31

 

1) Pemeriksaan Data (editing) 

Verifikasi data (editing) Perhatian utama berkaitan dengan validasi 

data yang diperoleh melalui tinjauan literatur dan studi lapangan, khususnya 

                                                     
29 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit. hlm. 160 
30 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, 

hlm. 114. 
31Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 134. 
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yang berkaitan dengan kelengkapan, relevansi, kejelasan, tidak adanya 

redundansi, dan akurasi. 

2) Penandaan Data (coding)  

Proses pemberian label pada data, yang mungkin melibatkan 

representasi numerik atau simbolik atau penggunaan terminologi khusus 

untuk menunjukkan kategori atau grup data. 

3) Penyusunaan/Sistematika Data (constructing/systematizing)  

Proses pengorganisasian dan pengkategorian data yang diedit dan 

dianotasi ke dalam tabel yang mencakup nilai numerik dan persentase untuk 

data kuantitatif, dan pengelompokan data yang diedit dan dianotasi 

berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah untuk data kualitatif, disebut 

sebagai Struktur Data/Sistematika. 

G. Analisis Bahan Hukum 

Proses pengolahan data dalam suatu penelitian penelitian meliputi 

penjabaran penelitian untuk memperoleh dan selanjutnya menganalisis hasil 

penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Ini memerlukan pemilihan, 

kompilasi, dan secara teratur menarik kesimpulan dari semua data yang 

diperoleh, baik dari lapangan maupun dari literatur. 

Data awal yang dikumpulkan berkaitan dengan peraturan-peraturan 

tertulis yang masih ada dan berlaku, sesuai dengan kajian penelitian, termasuk 

namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.Kumpulan data kedua terdiri dari informasi yang 
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diambil dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan laporan yang sejalan 

dengan pokok bahasan skripsi ini. 



 

 

 

 

 


